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Konsep al-milkiyyah dalam figh muamalah merupakan prinsip fundamental
dalam kepemilikan harta yang mengandung nilai moral, sosial, serta syar’i.
Dalam praktik hukum agraria di Indonesia, konversi HGB menjadi Hak Milik
merupakan bentuk aktualisasi dari prinsip kepemilikan yang lebih sempurna dan
permanen. Permasalahan muncul dalam proses konversi, khususnya ketika
properti merupakan bagian dari harta pusaka yang melibatkan banyak pihak.
Proses ini tidak hanya menuntut kepastian hukum, tetapi juga kesesuaian dengan
hukum syariah. Penelitian ini merumuskan tiga fokus utama: yaitu bagaimana
ketentuan hukum konversi aset dalam upaya hukum penetapan harta pusaka,
bagaimana kriteria yang ditetapkan dalam penilaian kelayakan konversi, serta
bagaimana tinjauan konsep al-milkiyyah dan UUPA terhadap konversi.
Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian
kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Kantor
Notaris Gita Melisa serta dokumentasi legal terkait konversi. Pendekatan ini
digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara rinci prosedur
hukum dan dinamika pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ketentuan hukum wutama yang harus dipenuhi adalah kejelasan status
kepemilikan tanah dan bangunan yang akan dikonversi, kriteria yang ditetapkan
dalam penilaian kelayakan konversi yaitu status legal formal dari tanah HGB
yang akan dikonversi, tinjauan konsep al-milkiyyah dan UUPA terhadap
konversi yaitu konsep al-milkiyyah sebagai jaminan bahwa setiap langkah yang
diambil adalah sah dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. UUPA hadir
sebagai manifestasi politik hukum agraria nasional yang mengakomodasi
pluralisme hukum di indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan
Proses konversi HGB menjadi Hak Milik pada penetapan harta pusaka
seringkali terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit dan memakan waktu
lama, bertentangan dengan semangat kemudahan (taysir) dalam konsep al-
milkiyyah yang mendorong efisiensi dan kemudahan dalam peralihan hak.
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TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.
1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin.
Huruf Nama Huruf Nama Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
te
tidak tidak i (dengan
\ Alif | dilamba | dilamba | & ta T B
titik di
ngkan | ngkan
bawah)
zet
N (dengan
- a’ za 4
; R % iy titik di
bawah)
koma
& T3’ T Te d ‘ain ¢ terbalik
(di atas)
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es
& Sa’ S (dengan ' Gain G Ge
Sa S | dtkdi | ©
atas)
z Jim J Je s Fa’ F Ef
ha
-, (dengan & Qaf Q Ki
c | Ha b ik di
bawah)
+ | khe | Kn | K@dan o Kaf K Ka
ha
3 Dal D De J Lam L El
zet
. . : (dengan N Mim M Em
S I R e
atas)
D Ra’ R Er o Nun N En
5 Zai Z Zet 3 Wau W We
o Sin S Es ° Ha’ H Ha
es di Hamz . Apostro
h Sy S ye ah f
es
— (dengan P Y3’ Y Ye
N | » | sfikcai :
bawah)
de
) (dengan
o2 | Dad b d
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

X



transliterasinya

sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah I
Dammah U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
& o Fathah dan ya Ai
9 Fathah dan wau Au
Contoh:
«aS= kaifa, Js = haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf

/! Fathah dan alif atau ya A
¢ Kasrah dan ya I
3 Dammah dan wau U

Contoh:
Je= gala
== rama




J&= gila
J35= yagqiilu
4. Ta Marbutah (%)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
1) Ta marbutah (&) hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah t.
2) Ta marbutah ( 3) mati
Ta marbutah ( %) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.
3) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( 3) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah (®) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
JULYIE=5s  —raud ah al-agfal

Uﬁd ‘MM\ -al-Madinah al-Munawwarah

2

aall, -talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
kv -rabbana J%  -nazzala
Sl -al-birr = -al-hajj

‘

FEX -nu’ ‘ima
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6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J' ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang
diikuti huruf gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /lI/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasi- kan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.

Contoh:

Jao -ar-rajulu Sal -as-sayyidatu

2 N’:~‘

(R

&) -al-badri ‘u Joal -al-jalalu

-asy-syamsu Al -al-qalamu

7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.
Contoh:

O34 G -1q’ khuziina e 5 -an-nau’

b -syai’un ol -inna

Xii



&5 umirtu K -akala
8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:
O 5N A 5] Al 5 -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin

Y 9N -Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
O el ST 59 508 -Fa auf al-kaila wa al-mizan

) -Fa auful-kaila wal- mizan
Sl 2a) ) -Ibrahim al-Khalil
-Ibrahimul Khalil

b Ldaslaliie il ol -Bismillahi majraha wa mursah
ol s o W o i -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
s 43)) & Uail) (g2 -Man istata ‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
O305Y) 22ak a3 -Wa ma Muhammadun illa rasul
oo Wl a5 ey al sl ) -Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi
Byw & M Jallazi bibakkata mubarakkan

Gioall a8 O3 oM Gimas % -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al
Qur’anu
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-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur anu
cisall (58Y U 5l 28l -Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
-Wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-mubini
Gl BN GO A SN Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin
-Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.
Contoh:
& B x5l (ehiad  -Nasrun minallahi wa fathun garib
Gied 59 -Lillahi al-amru jami ‘an

Al oo 8 G -Wallaha bikulli syai‘in ‘alim

10. Tajwid
Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi seperti M. Syuhudi [smail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.
3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-milkiyyah sebagai konsep kepemilikan dalam figh muamalah, dan
menjadi dasar legalitas terhadap penguasaan benda tertentu yang memiliki nilai
secara ‘urf sehingga dapat dikategorikan sebagai harta. Kepemilikan harta
sebagai milkiyyah akan diproteksi dengan sistem hukum baik menggunakan
ketentuan syara’ maupun hukum positif sebagai ketentuan yang melindungi
harta dan pemiliknya dalam kepemilikan dan juga untuk penggunaannya.
Beberapa pendapat yang berkembang tentang kepemilikan dan harta memiliki
relasi yang sangat kuat, karena setiap harta akan mendapat perlindungan dan
proteksi sebagai kepemilikan yang mengandung hak atas kepemilikan tersebut.

Dalam konteks figh muamalah, al-milkiyyah menjadi konsep yang
memiliki aspek hukum yang melindungi harta dan pemiliknya, baik melalui
ketentuan syara’ maupun hukum positif. Berbagai pemikiran dan interpretasi
terhadap hukum dan norma-norma tentang harta berkembang dalam masyarakat
yang menegaskan bahwa al-milkiyyah merupakan manifestasi dari prinsip-
prinsip syariah yang mengatur interaksi manusia, baik dalam kehidupan sosial
maupun ekonomi terhadap harta. Konsep al-milkiyyah dalam figh muamalah
tidak hanya sekedar penguasaan atas harta, tetapi juga mengandung tanggung
jawab moral dan sosial. Dalam hal in1 harta menjadi amanah yang harus dikelola
dengan prinsip-prinsip syariah sehingga kepemilikan harta tidak hanya
menguntungkan secara finansial tapi dapat dipertanggungjawabkan secara sosial
dan memiliki dampak positif terhadap sesama baik dalam tasharruf maupun

penguasaannya.’

! Subairi, Figh Muamalah, (Madura: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 30-32.
1



Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa kepemilikan harta harus
memenuhi aspek kepemilikan dan penggunaan yang memiliki nilai tanggung
jawab sehingga pemanfaatannya harus memperhatikan nilai sosial dan aspek
etis. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa al-milkiyyah sebagai domain
kekuasaan individu atas harta yang dimilikinya dan penggunaannya harus sesuai
dengan syariat Islam.?

Menurut ulama Malikiyah, kepemilikan harta mengatur individu untuk
menggunakan aset persibili secara efektif. Ini meliputi hak untuk mendapatkan
manfaat dari aset tersebut, baik melalui penggunaan langsung maupun melalui
transaksi seperti penjualan atau penyewaan. Secara konseptual menerangkan
bahwa kepemilikan tidak hanya terkait dengan penguasaan fisik semata,
melainkan juga mencakup hak untuk memperoleh kompensasi atau penggantian
ketika aset tersebut dipindahkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pemilik
memiliki hak untuk mendapatkan imbalan atau ganti rugi jika asetnya
berpindah tangan.’

Menurut ulama Syafi'iyah, al-milkiyyah merujuk pada hak eksklusif yang
diberikan kepada individu untuk mengendalikan dan mengatur penggunaan
benda tertentu yang memiliki nilai secara ‘urf. Konsep ini menekankan pada
otoritas penuh yang dimiliki seseorang atas harta, untuk memanfaatkannya
sesual kebutuhan atau keinginannya. Int mencakup hak untuk menggunakan,
mendapatkan manfaat, dan mengalihkan kepemilikan atas barang tersebut,
namun seluruh hak tersebut pada penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan
syara’.*

Menurut ulama Hanabilah, al-milkiyyah diinterpretasikan sebagai

kekuasaan yang diberikan oleh syariat untuk memanfaatkan benda yang bernilai

2 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), him. 34.

3 Enang Hidayat, Kaidah Fikih Muamalah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019),
hlm. 16.

4 Masrina, “Konsep Harta dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ilmiah
FEkonomi Islam, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 32.



secara ‘urf dan syara’. Kekuasaan tersebut mencakup kebebasan dalam
memantfaatkan harta sesuai dengan kebutuhan pemiliknya namun harus tetap
memperhatikan hak-hak sosial dari harta tersebut dan juga tanggung jawab
etisnya.

Musthafa Ahmad al-Zarqa, menegaskan bahwa kepemilikan atas harta
tidak bersifat absolut dan terikat oleh batasan-batasan tertentu. Hal ini
mencerminkan prinsip Islam yang menghargai hak individu namun juga
mengakui adanya tanggung jawab sosial dan keterbatasan yang ditentukan oleh
syariat.’

Hamid Sadiq Qanibi dan Muhamad Rawas Qalahji memperluas
pemahaman ini dengan menekankan bahwa kekuasaan atas harta dapat
diwujudkan baik secara langsung maupun melalui perwakilan, menunjukkan
fleksibilitas dalam pengelolaan harta sesuai dengan kebutuhan dan konteks
sosial ekonomi yang berubah.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria diatur dalam Pasal 35 Ayat (3) bahwa konversi
kepemilikan tanah dari satu bentuk hak ke bentuk hak lainnya sebagai
manifestasi dari prinsip-prinsip agraria nasional. Proses ini dirancang untuk
memastikan bahwa peralihan hak untuk memenuhi kebutuhan individu,
kepentingan sosial dan ekonomi yang lebih luas. UU ini telah menegaskan
bahwa hak guna bangunan dapat dialihkan menjadi hak milik atas tanah dengan
syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Peralihan ini harus sesuai dengan
peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mencerminkan kontrol negara
atas tanah sebagai aset nasional yang strategis.

Kewenangan dalam menetapkan peralihan hak guna bangunan menjadi
hak milik berada di tangan pemerintah. Hak guna bangunan, sebagai salah satu

hak atas tanah yang diberikan kepada pemegangnya untuk mendirikan dan

5 Musthafa Ahmad Al-Zarqa’, Al-Madkhal Al-Figh Al-‘Amm, (Beirut: Dar-al fikr.
1968), him. 241.
¢ Enang Hidayat, Kaidah Fikih Muamalah...... hlm. 17.



memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Peralihan hak ini mutlak
memerlukan persetujuan negara, mengingat tanah dan bangunan merupakan
bagian dari kekayaan alam yang dikuasai oleh negara untuk kemakmuran
masyarakat. Hak milik sebagai bentuk kepemilikan penuh atas tanah hanya
dapat ditetapkan pada tanah yang memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan yuridis dalam Undang-
Undang Pokok Agraria, Peralihan hak guna bangunan menjadi hak milik harus
melalui proses yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mencakup verifikasi
status hukum tanah, kepatuhan terhadap rencana tata ruang, dan pertimbangan
terhadap fungsi sosial tanah. Proses ini diatur melalui mekanisme yang
ditetapkan dalam peraturan-peraturan terkait, yang menjamin bahwa setiap
peralihan hak dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.’

Dalam upaya memastikan keadilan ekonomi dan sosial, regulasi yang
ditetapkan oleh pemerintah serta prinsip-prinsip dalam figh muamalah berperan
penting dalam mengatur harta pusaka. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk
menghindari konflik kepentingan, memastikan distribusi aset yang adil, dan
melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam akumulasi harta pusaka,
baik selama perkawinan maupun dalam kemitraan ekonomi. Oleh karena itu,
penetapan harta pusaka melalui regulasi yang jelas dan adil menjadi krusial
untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.®

Dalam konteks penetapan harta pusaka, konversi hak guna bangunan
menjadi hak milik merupakan proses yang diatur oleh hukum untuk memberikan
kepastian hukum dan meningkatkan nilai ekonomi properti. Faktor yang
mendorong konversi ini biasanya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk

memiliki kepastian dan kontrol penuh atas tanah. Pemilik hak guna bangunan

7 Octavianus Wenur, “Konversi Hak Guna Bangunan Menjadi Sertifikat Hak Milik
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19607, Lex Administratum, Vol. 4, No. 1, 2016, him.
71-72.

8 Kholil Nawawi, “Harta pusaka Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di
Indonesia ”, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 4-11.



menginginkan konversi menjadi hak milik untuk mendapatkan hak penuh atas
tanah, yang memberikan lebih besar untuk mengembangkan dan memanfaatkan
properti tersebut. Ini sering kali dilakukan untuk memperoleh keamanan jangka
panjang atas investasi, dan dengan memiliki hak milik, pemilik tanah dapat
meningkatkan nilai jual properti, memperoleh akses ke berbagai bentuk
pembiayaan, dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan ekonomi yang lebih
luas.’

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa klien mendatangi kantor notaris
untuk berkonsultasi tentang konversi kepemilikan atas properti yang saat ini
berada dalam penguasaan bersama. Properti ini, yang di atasnya telah didirikan
rumah yang dihuni oleh klien, sebelumnya dikuasai secara kolektif oleh
beberapa pihak setelah berpulangnya pemilik terdahulu. Klien bermaksud untuk
menginisiasi proses legal guna memodifikasi dokumen kepemilikan sehingga
mencerminkan dirinya sebagai pemilik eksklusif. Penegasan ini penting untuk
mengklarifikasi hak kepemilikan dan menghindari potensi konflik di masa
depan, serta menjadi data penting dalam analisis latar belakang skripsi yang
menyoroti dinamika kepemilikan properti dan implikasi hukumnya.

Dalam konteks konversi kepemilikan properti, analisis awal
menunjukkan dua langkah prosedural yang esensial: pertama, proses balik nama
pada sertifikat dari pemegang hak sebelumnya, dan kedua, pembuatan Akta
Pembagian Hak Bersama (APHB). Namun, pemeriksaan awal dokumen
menunjukkan bahwa properti tersebut tercatat sebagai hak guna bangunan,
bukan hak milik. Situasi ini menimbulkan pertimbangan strategis antara

memperbaharui hak guna bangunan atau mengubahnya menjadi hak milik, suatu

® Abdur Rohim, “Perubahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Atas
Tanah”, Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol. 3, No. 02, 2023, hlm. 5-6.



proses yang dikenal dengan peningkatan hak. Keputusan ini penting karena akan
menentukan struktur kepemilikan dan kontrol atas properti tersebut.'”

Pada kasus ini, penting untuk memeriksa validitas hak guna bangunan.
Jika masa berlaku telah kadaluwarsa, maka konsultasi dengan Badan Pertanahan
Nasional (BPN) menjadi langkah penting untuk memahami prosedur yang
relevan. Sebaliknya, jika hak guna bangunan masih aktif, klien dihadapkan pada
dua pilihan yang telah disebutkan sebelumnya.'!

Notaris Gita Melisa menjelaskan bahwa memperpanjang hak guna
bangunan berarti sertifikat akan tetap memiliki batas waktu berlaku, yang
mengharuskan pemilik untuk mengurus perpanjangan secara periodik. Di sisi
lain, konversi ke hak milik menawarkan kepemilikan tanpa batas waktu, selama
tanah tersebut tidak dialihkan ke pihak lain. Proses konversi ini memerlukan
waktu dan upaya yang signifikan, serupa dengan pendaftaran sertifikat baru,
termasuk interaksi berulang dengan BPN untuk pengukuran dan pengumuman. '?

Menurut pemilik Kantor Notaris Gita Melisa bahwa prosedur
penanganan properti tersebut melibatkan tiga tahap penting: pertama,
pendaftaran peningkatan hak dari hak guna bangunan menjadi sertifikat hak
milik; kedua, proses balik nama sertifikat dari pemegang hak; dan ketiga,
pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB). Untuk efisiensi, berkas
untuk tahap pertama dan kedua diajukan secara bersamaan, sehingga setelah
sertifikat hak milik terbit, nama pemegang hak langsung tercatat. Hal ini juga
memastikan bahwa setiap pemegang hak mendapatkan haknya sesuai dengan
hukum yang berlaku. Selain itu, dengan adanya Akta Pembagian Hak Bersama

(APHB), potensi konflik antar pemegang hak dapat diminimalisir karena

pembagian hak sudah diatur secara jelas dan transparan. Dengan begitu, properti

19 Hasil Wawancara Cut Elvina Fitriza, Selaku Staf Kantor Notaris & PPAT Gita Melisa
Banda Aceh, Tanggal 02 April 2024, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh,
Pukul 10.00 WIB.

" Ibid.

12 Ibid.



tersebut dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien, memberikan manfaat
maksimal bagi semua pihak yang berkepentingan.'?

Sebelum memulai proses ini, perlu diperiksa apakah terdapat pemegang
hak yang masih di bawah umur. Jika ada, maka penetapan wali dari pengadilan
sesuai domisili menjadi syarat mutlak, karena anak di bawah umur memerlukan
wali untuk melakukan perbuatan hukum. Penetapan wali ini memastikan
perlindungan kepentingan anak dalam proses hukum. Untuk kepentingan proses
tersebut membutuhkan beberapa dokumen yang urgent yang menjelaskan
tentang identitas dan posisi para pihak.'*

Dalam menghadapi kompleksitas administrasi hukum pertanahan, klien
notaris Gita Melisa memilih untuk mengajukan peningkatan hak dari hak guna
bangunan menjadi hak milik. Keputusan ini didasarkan pada keinginan untuk
memiliki sertifikat tanah secara penuh dan individual tanpa keharusan
memperpanjang masa berlaku sertifikat, yang merupakan karakteristik dari hak
guna bangunan. Pemilihan hak milik memberikan keuntungan kepemilikan
tanah yang permanen, namun dengan proses yang lebih kompleks dan memakan
waktu lebih lama dibandingkan dengan perpanjangan hak guna bangunan.'

Berkas asli yang diserahkan oleh klien, seperti sertifikat tanah dan slip
PBB, diberikan tanda terima oleh notaris. Dokumen lain seperti surat keterangan
pemegang hak memerlukan beberapa eksemplar fotokopi yang dilegalisir oleh
camat. Dalam kasus penetapan wali, hanya fotokopi yang dilegalisir di
pengadilan yang diserahkan.'®

Setelah semua berkas lengkap, notaris Gita Melisa menyerahkan
dokumen ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pemeriksaan dan

pemrosesan lebih lanjut. Proses ini mungkin memerlukan dokumen tambahan

13 Hasil Wawancara Gita Melisa, Selaku Pemilik Kantor Notaris & PPAT Gita Melisa
Banda Aceh, Tanggal 02 April 2024, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh,
Pukul 10.15 WIB.

14 Ibid.

15 Ibid.

16 Ibid.



yang diminta oleh BPN di tengah proses, yang mana notaris akan menghubungi
klien untuk segera melengkapi berkas yang diperlukan.!’

Berdasarkan data yang penulis peroleh, menunjukkan bahwa pemilihan
untuk mengonversi hak guna bangunan menjadi hak milik dan prosedur
verifikasi dokumen mencerminkan dinamika hukum pertanahan. Pemilihan ini
membutuhkan kejelian dan ketelitian dalam pengurusan dokumen. Hal ini
menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang prosedur hukum
dan persyaratan dokumen dalam proses konversi hak tanah dan penetapan harta
pusaka, serta komunikasi yang efektif antara klien dan notaris untuk memastikan
kelancaran proses hukum.'®

Dalam proses konversi hak guna bangunan menjadi hak milik, klien
notaris menghadapi berbagai permasalahan hukum yang memerlukan
penanganan cermat. Kepastian hukum menjadi isu sentral, terutama apabila hak
guna bangunan telah melewati masa berlakunya, menimbulkan keraguan
mengenai legalitas konversi serta hak-hak yang berlaku setelahnya. Biaya
konversi sering kali membebani klien, khususnya bagi klien yang memiliki
tanah luas, membatasi akses bagi pemegang hak guna bangunan dengan
keterbatasan finansial. '’

Persetujuan tertulis dari pemegang hak awal menjadi syarat esensial
yang dapat menghambat proses bila pemegang hak awal tidak dapat dihubungi
atau menolak memberikan persetujuan. Selain itu, konversi hak guna bangunan
yang terikat hak tanggungan menimbulkan dilema hukum karena hak
tanggungan tersebut hilang setelah konversi, yang dapat menimbulkan
penolakan dari pihak kreditur. Terakhir, prosedur administratif yang kompleks

dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur konversi berpotensi

17 Hasil Wawancara Rizka Maulana, Selaku Staf Kantor Notaris & PPAT Gita Melisa
Banda Aceh, Tanggal 02 April 2024, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh,
Pukul 10.00 WIB.

18 Ibid.

19 Ibid.



menunda dan memicu kesalahan dalam pengajuan konversi, menambah
kerumitan bagi klien dalam memastikan proses berjalan lancar.?’

Dari paparan di atas maka penulis perlu menjabarkan lebih lanjut
permasalahan yang muncul dalam “Konversi Hak Guna Bangunan Menjadi
Hak Milik Pada Penetapan Harta Pusaka Menurut Konsep Al-Milkiyyah dan
UU No. 5 Tahun 1960 (Studi Tentang Penerbitan APHB Pada Kantor Notaris
Gita Melisa)” sebagai riset yang penting untuk dibahas secara detail dan akurat
dengan menggunakan desain metode ilmiah sehingga nilai objektif dari riset ini

dapat menghasilkan sebuah studi yang bernilai ilmiah.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka
perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang konversi aset dari status hak guna
bangunan menjadi hak milik dalam upaya hukum penetapan harta pusaka
di antara pemilik hak guna bangunan?

2. Bagaimana kriteria yang ditetapkan oleh pihak Kantor Notaris Gita
Melisa dalam penilaian kelayakan konversi hak guna bangunan menjadi
hak milik pada penetapan harta pusaka?

3. Bagaimana tinjauan konsep A/-Milkiyyah dan UU No. 5 Tahun 1960
terhadap konversi hak guna bangunan menjadi hak milik pada penetapan

harta pusaka pada Kantor Notaris Gita Melisa?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian permasalahan yang dijelaskan diatas, maka yang

menjadi tujuan penelitian adalah:

20 Hasil Wawancara Rizka Maulana, Selaku Staf Kantor Notaris & PPAT Gita Melisa
Banda Aceh, Tanggal 02 April 2024, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh,
Pukul 10.00 WIB.
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1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang konversi aset dari status hak
guna bangunan menjadi hak milik dalam upaya hukum penetapan harta
pusaka di antara pemilik hak guna bangunan.

2. Untuk meneliti tentang kriteria yang ditetapkan oleh pihak Kantor
Notaris Gita Melisa dalam penilaian kelayakan konversi hak guna
bangunan menjadi hak milik pada penetapan harta pusaka.

3. Untuk menganalisis tinjauan konsep al-milkiyyah dan UU No. 5 Tahun
1960 terhadap konversi hak guna bangunan menjadi hak milik pada
penetapan harta pusaka pada Kantor Notaris Gita Melisa.

D. Penjelasan Istilah
Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang
substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis uraikan dalam
bentuk judul di atas, guna membantu penulis untuk memahami kata dan
menegaskan setiap frase agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam
memahami substansi yang terdapat dalam judul ini. Dengan adanya penjelasan
istilah maka pembahasan nantinya dapat dilakukan secara terarah sesuai dengan
int1 dari penelitian. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan,
yaitu:
1. Konversi
Konversi merupakan proses perubahan atau pengalihan dari satu bentuk
ke bentuk lainnya. Dalam KBBI Konversi berarti perubahan pemilikan atas
suatu benda, tanah, dan sebagainya.?! Konversi melibatkan proses
transformasi atau pengalihan dari satu keadaan atau bentuk ke keadaan atau
bentuk lainnya.
Konversi yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu perubahan

status hak atas tanah dari satu jenis hak ke jenis hak lainnya. Konversi hak

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/konversi, diakses pada 28 April
2024.
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atas tanah dapat dilakukan dengan cara peningkatan hak.?? syarat utama
untuk melakukan peningkatan hak atau konversi adalah subjek hak
(pemegang hak) harus memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas
tanah yang akan dikonversi.

2. Hak guna bangunan

Hak guna bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka
waktu tertentu. Jangka waktu untuk hak guna bangunan adalah 30 tahun dan
dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 20 tahun atas
permintaan pemegang haknya dengan mengingat keadaan keperluan dan
keadaan bangunannya.?’

Hak guna bangunan memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu
hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, hak guna
bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan,
dan hak guna bangunan dapat diberikan di atas tanah negara, tanah hak
pengelolaan, atau tanah hak milik.?*

Hak guna bangunan yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu
hak atas tanah yang dimiliki oleh kerabat orang tua klien. Kantor Notaris Gita
Melisa yang hendak mengonversi status hak guna bangunan menjadi hak
milik atas tanah tersebut pada saat penetapan harta pusaka.

3. Hak milik

Hak milik merupakan hak atas tanah yang paling utama dan kuat
dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Hak milik didefinisikan sebagai
hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh subjek

hukum tertentu atas tanah. Hak Milik bersifat turun-temurun, artinya dapat

22 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 345-350.

23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104).

24 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,..... hlm. 379-392.
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diwariskan secara turun-temurun kepada pemegang hak. Selain itu, hak milik
merupakan hak yang terkuat dan terpenuh, yang memberikan kewenangan
luas kepada pemegang hak untuk dapat menggunakan, memanfaatkan, dan
melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut, seperti mengalihkan,
menjaminkan, atau mewakafkannya.*’

Hak milik tidak dibatasi jangka waktu, berlaku untuk selama-
lamanya, selama pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai subjek hak
milik. Apabila pemegang hak tidak lagi memenuhi syarat, maka hak milik
dapat dikonversi menjadi hak atas tanah lainnya, seperti hak guna bangunan
atau hak pakai.?®

Hak milik yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu status
kepemilikan tanah yang ingin diperoleh oleh klien Kantor Notaris Gita
Melisa melalui proses konversi dari hak guna bangunan pada saat penetapan
harta pusaka.

3. Penetapan harta pusaka

Penetapan harta pusaka merupakan proses hukum untuk menentukan
dan menetapkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah
meninggal dunia kepada ahli warisnya. Penetapan harta pusaka merupakan
suatu tindakan hukum yang dilakukan untuk mengidentifikasi,
menginventarisasi, dan mendistribusikan seluruh harta peninggalan pewaris
kepada para ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.?’

Proses penetapan harta pusaka melibatkan beberapa tahapan penting,
yaitu inventarisasi harta peninggalan, penentuan ahli waris yang sah, dan

pembagian harta sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris. Dalam

25 Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
(Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004), hlm. 45-50.

26 Abdulkadir Muhammad, Hukum Agraria Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2000), hlm. 110-115.

%7 Perangin, Hukum Waris, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), him. 87-89.
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sistem hukum Indonesia, penetapan ini dapat dilakukan melalui tiga sistem
hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan
hukum waris perdata Barat. Penetapan harta pusaka harus memperhatikan
sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat setempat, apakah
patrilineal, matrilineal, atau bilateral.?®

Secara praktis, penetapan harta pusaka dapat dilakukan secara
kekeluargaan melalui musyawarah atau melalui jalur hukum formal dengan
mengajukan permohonan ke pengadilan. Penetapan harta pusaka yang
dilakukan melalui pengadilan akan menghasilkan penetapan pengadilan yang
memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat digunakan sebagai dasar untuk
mengurus balik nama atau sertifikat harta peninggalan.?’

Harta pusaka yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu harta
yang ditinggalkan oleh orang tua klien, yang dimana harta tersebut diperoleh
dari kerabat dekat dari orang tua klien tersebut. Dalam konteks hukum waris
Indonesia, harta waris adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan oleh
pewaris kepada ahli warisnya, yang dalam hal ini melibatkan transmisi harta
secara turun-temurun. Harta pusaka jenis ini mencerminkan karakteristik
khusus dalam sistem kewarisan Indonesia yang mengenal adanya harta asal
atau harta leluhur yang berpindah melalui garis keturunan keluarga.

4. Al-milkiyyah

Kata al-milkiyyah berasal dari bahasa Arab yang berarti memelihara
dan menguasai sesuatu secara bebas. Maksudnya kepenguasaan seseorang
terhadap sesuatu harta yang membolehkannya untuk mengambil manfaat

dengan segala cara yang dibolehkan oleh syara’, sehingga orang lain tidak

28 Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 156-
158.

2 Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam dan Adat, (Bandung:
Refika Aditama, 2018), hlm. 234-236.
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diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan
izinnya, dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan.*

Al-milkiyyah memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama,
kepemilikan harta bersifat terbatas, artinya hak milik individu harus
diimbangi dengan tanggungjawab sosial. Kedua, pemanfaatan harta benda
harus sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh melanggar aturan dan
merugikan orang lain. Ketiga, harta benda yang dimiliki harus diperoleh
melalui cara-cara yang halal dan baik !

Al-milkiyyah yang penulis maksud yaitu konsep kepemilikan atau hak
milik dalam perspektif hukum Islam yang menjadi landasan teori dalam
menganalisis konversi hak guna bangunan menjadi hak milik pada penetapan

harta pusaka.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat salah satunya untuk menghindari
terjadinya persamaan kajian dengan penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya. Kajian pustaka ini juga menjadi tempat pemaparan hasil penelitian
terdahulu yang telah diteliti. Untuk itu penulis mengumpulkan riset dan karya
ilmiah lainnya yang membahas mengenai Analisis Konversi Hak Guna
Bangunan Menjadi Hak Milik Pada Penetapan Harta pusaka Menurut Konsep
Al-Milkiyyah dan UU No. 5 Tahun 1960 (Studi Ientang Penerbitan APHB Pada
Kantor Notaris Gita Melisa), dan selanjutnya menjelaskan persamaan riset-riset
tersebut dan perbedaan-perbedaannya sehingga secara original dapat ditegaskan
bahwa karya ini bukan sebagai hasil duplikasi dan plagiasi. Adapun riset-riset

tersebut sebagai berikut:

30 Musthafa Ahmad al-Zarqa’, al-Madkhal al-Figh al- ‘Amm, (Beirut : Dar al-Fikr, Jilid
I, 1968), him. 240.

31 Yusuf Al-Qaradhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam (Jakarta:
Rabbani Press, 2010), hlm. 125-135.
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Pertama, tesis yang berjudul “Peningkatan Hak Guna Bangunan
Menjadi Hak Milik untuk Kepastian Hukum di Kabupaten Pelawalawan” yang
ditulis oleh Nismayeni, mahasiswa Program Pascasarjana, Magister
Kenotariatan, Universitas Andalas Padang, pada tahun 2018.

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Hak guna bangunan
mempunyai jangka waktu terbatas sebaiknya ditingkatkan menjadi hak milik
agar mempunyai kepastian hukum bagi pemegang haknya. Peningkatan hak
guna bangunan menjadi hak milik tetap harus didaftarkan pada Kantor
Pertanahan yang merupakan objek kantor tersebut. Kendala-kendala dalam
pelaksanaan peningkatan meningkatkan hak guna bangunan menjadi hak milik
di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan disebakan oleh adanya program
pendaftran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), faktor ketidaktahuan masyarakat
Kabupaten Pelalawan yang memiliki rumah atau ruko dengan status hak guna
bangunan yang mempunyai jangka waktu terbatas, lamanya melakukan
pengurusan pemecahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan
salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan peningkatan hak guna
bangunan menjadi hak milik di Kabupaten Pelalawan, keterbatasan sarana dan
prasarana pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten
Pelalawan.*?

Tesis ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis,
persamaannya terletak pada pembahasan penelitian yaitu konversi hak guna
bangunan menjadi hak milik. Adapun perbedaannya terletak pada titik fokus
penelitian, tesis ini membahas terkait konversi hak guna bangunan menjadi hak
milik untuk kepastian hukum, sedangkan pada penelitian ini membahas konversi
hak guna bangunan menjadi hak milik pada penetapan harta pusaka.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Muchammad Agung Laksono pada tahun
2023 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Proses Peralihan Hak Milik Menurut

32 Nismayeni, “Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik untuk Kepastian
Hukum di Kabupaten Pelawalawan”, Tesis (Padang: Program Pascasarjana, Universitas Andalas,
2018).
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Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah’.
Dalam penelitian ini membahas tentang peningkatan hak guna bangunan
menjadi hak milik yang merupakan bentuk penegakan dan penegasan terkait
hapusnya hak atas tanah asal atas pemberian hak atas tanah baru. Dengan
dihapusnya hak atas tanah asal itu maka dengan sendirinya, hapus juga hak
tanggungan yang membebaninya. Penelitian ini juga membahas terkait prinsip
hukum kepemilikan tanah yang berstatus hak guna bangunan dan mengapa
peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik dalam Peraturan Pemerintah
No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah
Susun dan Pendaftaran Tanah perlu diupayakan.*?

Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan riset yang penulis
lakukan, yaitu terletak pada ketentuan yuridis yang digunakan, pada artikel
tersebut menggunakan ketentuan yuridis yang berlandaskan pada Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, sedangkan dalam riset
penulis ketentuan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 5 Tahun
1960.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Octavianus Wenur pada tahun 2016 yang
berjudul “Konversi Hak Guna Bangunan Menjadi Sertifikat Hak Milik Menurut
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19607. Dalam penelitian ini membahas
tentang pemahaman yuridis sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak
milik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria dan prosedur konversi peralihan hak guna bangunan

33 Muchammad Agung Laksono dkk, “Tinjauan Yuridis Proses Peralihan Hak Milik
Menurut Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah”, Jurnal llmiah
Hukum, Vol. 5 No. 2, 2023.
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menjadi sertifikat hak milik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan riset yang
penulis lakukan, persamaannya terletak pada dasar hukum yang digunakan yaitu
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria. Adapun perbedaannya terletak pada cakupan penelitiannya, cakupan
riset yang penulis lakukan bukan hanya berdasarkan pada aspek hukum positif
tapi juga pada aspek hukum Islam yaitu al-milkiyyah.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Cut Irma Fianda pada tahun 2023,
mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul “Pengalihan Hak Guna Bangunan
Menjadi Hak Milik Atas Tanah Di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh’.
Dalam skripsi ini membahas pengalihan hak guna bangunan menjadi hak milik
atas tanah di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh pada kenyataannya masih
banyak masyarakat yang dalam melakukan peralihan hak atas tanahnya
belum didaftarkan peralihannya pada Kantor Pertanahan. Hal ini
menyebabkan adanya berbagai macam hambatan dalam proses pelaksanaan
peralihan hak atas tanah khususnya dalam hal pendaftaran pelaksanaan
peralihan hak milik atas tanah ini yang tidak selesai tepat pada waktunya, dan
dapat juga terjadi karena adanya bukti-bukti dan syarat-syarat pendaftaran yang
tidak lengkap.?’

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini memiliki persamaan dan
perbedaan dengan riset yang penulis lakukan, persamaannya terletak pada
pembahasan penelitian yaitu konversi hak guna bangunan menjadi hak milik.

Namun demikian, penelitian di atas memiliki perbedaan dengan riset yang

3 Qctavianus Wenur, “Konversi Hak Guna Bangunan Menjadi Sertifikat Hak Milik
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lex Administratum, Vol. 4, No. 1, 2016. hlm.
71-72

35 Cut Irma Fianda, “Pengalihan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Atas Tanah
Di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).
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penulis lakukan, cakupan riset yang penulis lakukan bukan hanya berdasarkan
pada aspek hukum positif tapi juga pada aspek hukum Islam yaitu al-milkiyyah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Widiyanti pada tahun 2006, mahasiswi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, yang berjudul “Pelaksanaan
Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik untuk Rumah Tinggal di
Kantor Pertanahan Kota Semarang”. dalam skripsi membahas prosedur
peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik untuk rumah tinggal di
Kantor Pertanahan Kota Semarang dan kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik untuk rumah
tinggal di Kantor Pertanahan Kota Semarang.*

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini memiliki persamaan dan
perbedaan dengan riset yang penulis lakukan, persamaannya terletak pada
variabel penelitian yaitu konversi hak guna bangunan menjadi hak milik.
Adapun perbedaannya terletak pada titik fokus penelitian, pada riset ini konversi
hak guna bangunan menjadi hak milik untuk rumah tinggal, sedangkan pada
riset yang penulis lakukan konversi hak guna bangunan menjadi hak milik pada

penetapan harta pusaka.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur riset yang harus dilakukan
peneliti untuk menghasilkan penelitian yang memenuhi standar ilmiah secara
metodologis. Metode penelitian pada riset ini sangat penting untuk standar
ilmiah dalam meneliti terutama untuk menghasilkan data yang objektif dan valid
sehingga penelitian ini secara prosedural memenuhi standar baku sebagai riset
untuk skripsi yang layak untuk dijadikan syarat untuk penyelesaian studi di

Fakultas Syari’ah dan Hukum.

36 Widiyanti, “Pelaksanaan Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik
Untuk Rumah Tingga Di Kantor Pertanahan Kota Semarang”, Skripsi, (Semarang: Fakultas [Imu
Sosial, Universitas Negeri 1 Semarang, 2006).
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1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode yang bertujuan untuk
memperoleh, menganalisis dan menginterpretasikan data untuk memecahkan
suatu permasalahan yang menjadi pokok penelitian yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian
yuridis normatif untuk mengkaji upaya konversi terhadap hak guna bangunan
menjadi hak milik secara personal dari harta pusaka yang diperoleh dari
pembagian harta pusaka, melalui upaya hukum dengan konversi melalui
notaris yang menghasilkan sebuah akta otentik terhadap upaya peralihan
tersebut.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah dibutuhkan prosedur lengkap untuk
memperoleh data-data yang objektif dan faktual sebagai syarat data yang
valid. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis riset yang dapat
dikategorikan  sebagai penelitian  kualitatif  (qualitative  reseacrh).
Pengelompokkan jenis penelitian kualitatif ini memiliki beberapa bentuk,
untuk spesifik prosedur penelitian yang akan dilakukan, maka penulis
menggunakan jenis penelitian deskriptif yang akan digunakan untuk
menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan fakta tentang objek
penelitian secara riill melalui informasi-informasi yang diperoleh dari
berbagai sumber.”’

Pola deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan
tentang upaya konversi terhadap hak guna bangunan menjadi hak milik
secara personal dari harta pusaka yang diperoleh dari pembagian harta
pusaka, proses tersebut dilakukan melalui upaya hukum dengan konversi hak
guna bangunan menjadi hak milik pada penetepan harta pusaka, melalui

notaris yang menghasilkan sebuah akta otentik terhadap upaya peralihan

37 Salim dan Haidir, Penelitian Pendidikan: Pendekatan dan Jenis, (Jakarta: Kencana,
2019), hlm. 27-33.
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tersebut, sehingga memiliki ketentuan hukum yang bersifat mengikat dalam
kerangka sistem hukum Indonesia serta hukum Islam.
3. Sumber Data
Sumber data penting sekali ditetapkan sebelum proses penelitian
dilakukan sebagai upaya pemetaan terhadap data yang akan diperoleh. Dalam
penelitian ini data yang dibutuhkan dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk
yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini penulis jelaskan klasifikasi
data dimaksud, yaitu:
a. Data Primer
Data Primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber
pertama yang secara umum dapat disebut sebagai narasumber.>® Data primer
dalam penelitian ini diperoleh dari responden yaitu staf dan pemilik Kantor
Notaris Gita Melisa yang mengetahui langsung tentang konversi hak guna
bangunan menjadi hak milik pada penetapan harta pusaka. Selain itu penulis
juga memperoleh data dari responden yaitu staf pada Kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh.
b. Data Sekunder
Data sekunder sebagai data yang dibutuhkan dalam menjelaskan
permasalahan penelitian ini dari berbagai sumber yang telah dikaji oleh
peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, laporan
penelitian dan berbagai data kepustakaan lainnya.>* Adapun data sekunder
yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai telaah
pustaka (library research) dengan meriset literatur yang telah dipublikasikan
yang berhubungan dengan konsep al-milkiyyah dan juga ketentuan hukum
positif yang mengatur tentang peralihan hak atas tanah, pendaftaran tanah,

dan penyelesaian sengketa tanah dan berbagai data sekunder lainnya.

38 Jonathan Sarwono, Metode Riset Skripsi, (Jakarta: Elex Media, 2012), him. 37.
% Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1997), him. 84.
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Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai objek dalam riset ini maka peneliti
harus menentukan metode pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk
konsep dan data empiris dari lokasi penelitian. Adapun prosedur penelitian
yang penulis gunakan sebagai berikut:
Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti

dengan responden.*

Dalam penelitian ini wawancara yang penulis gunakan
dengan pola guiden interview dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan
sebagai materi yang akan diajukan kepada responden (interviewe) untuk
memperoleh data-data yang dibutuhkan tentang konversi hak guna bangunan
menjadi hak milik pada penetapan harta pusaka dengan tetap memastikan
kualitas dari responden untuk menjamin validitas datanya. Pada penelitian
ini, penulis sebagai interviewer melakukan wawancara dengan staf dan
pemilik kantor notaris notaris Gita Melisa selaku responden (interviewe),

selain itu penulis juga memperoleh data dari staf pada Kantor Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh.

. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan suatu cara
yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dari dokumen-dokumen
yang berkaitan dengan fokus riset yang penulis lakukan. Data dokumentasi
yang dibutuhkan dalam riset ini yaitu akta-akta yang dikeluarkan oleh Kantor
Notaris Gita Melisa terkait dengan penerbitan akta pemberian hak bersama
atas tanah hak guna bangunan yang dikonversi menjadi hak milik, dokumen-
dokumen legal terkait hak guna bangunan dan hak milik, seperti sertifikat

hak, perjanjian penjualan, dan dokumen relevan yang lainnya.

40 Muhammad Nazir, Metodologi Penelitian, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1999), him.

243.
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5. Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang didapatkan dan dibutuhkan terkait tentang
konversi hak guna bangunan menjadi hak milik pada penetapan harta pusaka
menurut konsep al-milkiyyah dan UU No. 5 Tahun 1960 terakumulasi dan
tersedia, selanjutnya penulis akan melakukan penyusunan data. Semua data
yang didapat dan dikaji di lapangan baik itu hasil wawancara, kajian pustaka,
ataupun dokumentasi yang akan menunjukan hasil dari berbagai temuan.
Kemudian data yang dikelompokkan dan memilih berdasarkan tujuan dari
masing-masing pertanyaan agar bisa menguraikan secara mendetail dan
terperinci yang akan menunjukkan hasil dari berbagai temuan. Kemudian
data yang dikelompokkan tersebut dengan menggunakan metode deskriptif
analisis agar mudah dipahami dan juga mendapatkan keabsahan dan
kebenaran yang faktual dari hasil penelitian. Selanjutnya pada tahap akhir
penyusunan data adalah dengan penarikan kesimpulan. Setelah semua data
tersedia persoalan yang menjadi objek penelitian.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan penulis untuk menghimpun data
menggunakan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, laptop, untuk
mencatat hal-hal penting terkait dengan permasalahan penelitian serta
merekam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh narasumber yaitu staf
dan pemilik Kantor Notatris Gita Melisa terkait konversi hak guna bangunan
menjadi hak milik pada penetapan harta pusaka.

Adapun instrumen yang penulis gunakan untuk menghimpun data
menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yaitu alat tulis, audio
ricorder, serta laptop dan kamera handphone sebagai pelengkap untuk
mencatat dan merekam objek penelitian yang dikaji.

7. Pedoman Penulisan
Adapun penelitian ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan

Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi
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Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria, buku-
buku figh muamalah serta penulisan menguraikan ayat-ayat Al-Qur’an dan
terjemahannya yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Kementrian Agama
Republik Indonesia. Sehingga dari pedoman tersebut peneliti dapat

menyajikan riset secara validitas dan sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Sitematika penulisan ini urgen untuk dipaparkan agar mempermudah
penulisan serta pemahaman. Sistematika yang terdapat dalam penelitian ini
terdiri dari empat bab dan masing-masing bab tersebut terdapat sub-bab di
dalamnya yang saling memiliki kaitan, adapun sistematika yang terdapat dalam
penelitian ini yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan,
sehingga dari bab ini dapat memperoleh gambaran umum tentang pembahasan
pada skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta
sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis yang terdiri dari
landasan teori yang berisikan konsep al-milkiyyah yaitu pengertian al-milkiyyah,
dasar hukum al-milkiyyah, pendapat ulama tentang al-milkiyyah, penerapan al-
milkiyyah dalam konversi hak guna bangunan menjadi hak milik pada penetapan
harta pusaka serta konsep hak guna bangunan menjadi hak milik dan legalitas
konversinya menurut hukum positif yang terdiri dari pengertian dan dasar
hukum hak guna bangunan menjadi hak milik dan legalitas konversinya, dan
ketentuan legalitas konversi hak guna bangunan menjadi hak milik.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang
dilakukan oleh penulis yaitu upaya konversi aset dari status hak guna bangunan

menjadi hak milik pada Kantor Notaris & PPAT Gita Melisa. penulis juga
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menjelaskan mengenai ketentuan hukum tentang konversi aset dari status hak
guna bangunan menjadi hak milik dalam upaya hukum penetapan harta pusaka
di antara pemilik hak guna bangunan, serta penulis juga menjelaskan kriteria
yang ditetapkan oleh pihak Kantor Notaris Gita Melisa dalam menilai kelayakan
konversi hak guna bangunan menjadi hak milik pada penetapan harta pusaka.
Penulis juga menganalisis konsep al-milkiyyah dan UU No. 5 Tahun 1960
terhadap konversi hak guna bangunan menjadi hak milik pada penetapan harta
pusaka pada Kantor Notaris Gita Melisa.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan
yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan

penyusunan karya ilmiah.



